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Penelitian ini dilatarbelakangi tidak maksimalnya peran legislator
perempuan di Kabupaten Lamongan dalam upaya perlindungan terhadap
perempuan di Kabupaten Lamongan. Serta tingginya kasus kekerasan terhadap
perempuan di Kabupaten Lamongan dan jumlah korban kekerasan di Kabupaten
Lamongan dari tahun ke tahun terus meningkat, namun legislator perempuan di
Kabupaten Lamongan tidak mengupayakan perlindungan terhadap perempuan di
Kabupaten Lamongan, seperti pengajuan Raperda terkait dengan perlindungan
perempuan dan tidak mengadvokasi anggaran perlindungan perempuan. Jenis
kekerasan yang di alami perempuan korban kekerasan di Kabupaten Lamongan
yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran
legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di
Kabupaten Lamongan? 2) Apa faktor pendukung dan penghambat legislator
perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten
Lamongan? 3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran legislator
perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten
Lamongan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi,
wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Peran legislator perempuan di
Kabupaten Lamongan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di
Kabupaten Lamongan masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari keterlibatan
legislator perempuan di Kabupaten Lamongan yang masih kurang dalam
memberikan perhatian terhadap isu perlindungan perempuan. 2) Faktor
pendukung legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan
di Kabupaten Lamongan yaitu memiliki peran yang signifikan dalam menguatkan
perlindungan perempuan melalui usulan dan pembentukan Raperda yang
bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten
Lamongan, menjalin komunikasi dan menerima aspirasi perempuan dalam
rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Perda melalui Reses anggota
DPRD dan aduan masyarakat dapat dijadikan dasar untuk Program Pembentukan
Rancangan Peraturan Daerah (Propemperda), memiliki kewenangan untuk
memanggil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna
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mengevaluasi kinerjanya secara berkala. Faktor penghambatnya adalah
Legislator perempuan mengalami keterbatasan dalam fungsi, keterbatasan fungsi
DPRD yang hanya terfokus pada penyusunan regulasi, serta tidak memiliki
kewenangan untuk memantau langsung implementasi perlindungan perempuan,
Proses pengajuan Raperda saat ini lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya, hal
ini turut menghambat percepatan pengesahan Raperda tersebut. 3) Ditinjau dari
hukum islam peran legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap
perempuan sangat penting dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan
perlindungan yang diajarkan dalam agama. Hukum islam menekankan
pentingnya perlindungan terhadap hak perempuan termasuk hak untuk
mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
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This research is motivated by the inadequate role of female
legislators in Lamongan Regency in efforts to protect women in
Lamongan Regency. As well as the high number of cases of violence
against women in Lamongan Regency and the number of victims of
violence in Lamongan Regency continues to increase from year to year,
however there is no effort from female legislators to protect women
victims of violence. The types of violence experienced by women victims
of violence in Laongan Regency are domestic violence (KDRT) and
sexual violence.

The formulation of this research is: 1) What is the role of female
legislators in efforts to protect women in Lamongan Regency? 2) What
are the supporting and inhibiting factors for female legislators in efforts
to protect women in Lamongan Regency? 3) How does Islamic law
review the role of female legislators in efforts to protect women in
Lamongan Regency?

The research method used to answer the questions above is
qualitative research with a statutory approach. The data collection
techniques used in this research are observation, interviews and
documentation.

The results of this research show that 1) The role of female
legislators in Lamongan Regency in efforts to protect women in
Lamongan Regency is still not optimal. This can be seen from the
involvement of female legislators in Lamongan Regency who are still
lacking in paying attention to the issue of women's protection. 2)
Supporting factors for female legislators in efforts to protect women in
Lamongan Regency, namely having a significant role in strengthening
women's protection through proposing and forming a Draft Regional
Regulation aimed at increasing protection for women in Lamongan
Regency, establishing communication and accepting women's aspirations
in the context of preparing or discussing the Draft Regional regulations
through DPRD member recesses and public complaints can be used as a
basis for the Regional Regulation Draft Program (Propemperda), which
has the authority to summon the Women's Empowerment and Child
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Protection Service to evaluate its performance periodically. And the
inhibiting factor is that female legislators experience limitations in their
functions, the DPRD's function is limited which only focuses on drafting
regulations, and does not have the authority to directly monitor the
implementation of women's protection. The process of submitting the
Draft Regional Regulation is currently taking longer than in previous
years, this also hinders acceleration. ratification of the Draft Regional
Regulation. 3) Judging from Islamic law, the role of female legislators in
efforts to protect women is very important and in accordance with the
principles of justice and protection taught in religion. Islamic law
emphasizes the importance of protecting women's rights, including the
right to receive protection from violence, discrimination and exploitation.
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